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JAKARTA - Penolakan sejurn-
lahanggota DPR terhadapke-
nalkan tunjangan beberapa
waktu lalu dinilai lebih ber-
muatan politis. Sebab peno-
lakan tanpa disertai keputusan
resti oleh lembaga akhirnyat
dak memberi pengaruh apa-
apa. Terbukti, pada awal Okto-
ber inikenaikan tunjangan ter-
sebut sudah masuk ke rekening
560anggotaDPR.

Akhirnya kesan yang mun-
cul adalahanggota DPR magh
senangmelakukanpolitisasike-
bijakan, terutamajika ituber-
potensi merugikan dirinya aki
bat mendapat sorotan negatif
publik. "Suarapenolakan seka-
rang ini tidak bermakna apa-
apa. Mestinya kalau DPR serius

menolak, waktunya pada pro-
ses pembahasan dulu. Penolak-

an sekarang lebih bernuansa
politis, kata peneliti dari Fo-
rum Masyarakat Peduli Parle-
men Indonesia (Formappi) Lu-
cius Karus kemarin,

Politisasi kebijakan ini ber-
potensi memperburuk citra
DPR di mata publik. Menurut
Luicius, meskipun usulan ke-
naikan tunjangan DPR sudah
disepakati pemerintah dalam
halini Kementerian Keuangan,
kalau ada keputusan resmi dari
DPR, keputusan tersebut bisa
sajadibatalkan, "Masalahkita
saatiniDPRkerapmennolitisasi
kebijakan-kebijakan tertentu,
termasuk keputusan soal ke-
natkan anggaran untuk mereka
ini, ungkapnya.

- Seperti diberitakan, Wakil
Ketua Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT) DPR Dimypati

Natakusumah memastikan ke
naikan tunjangan untuk pim-
pinan dan anggota alat keleng-
KapanDewan (AKD)DPRsudah
cair per awal Oktoberini, De-
ngan cairnya dana tersebut,
anggota DPR yang sebelumnya
menolak danberjanji mengem-
balikan kini ditantang untuk
membuktikan  ucapannya.
Pembuktian tersebut penting
untukmenghindarkananggota
DPRatas tuduhanpencitraan,
BURT juga mempersilakan
anggota DPR yang ingin me-
ngembalikan kenatkan tun-
jangannya dan siap difasilitasi.
"Sayananti akan tanda tangan
ucapanterimakasth, ltutkaada
yangkembatkan,"ujar Dimyati,
Hingga kemarin, satu fraksi
yalniFraksiPartaiNasDemdan
satu anggota DPR dari Fraksi

PartaiPersatuanPembangunan
(PPP) Asrul Sani sudah me-
ngirimkan surat kepada Se-
kretariat Jenderal DPR atas pe-
nolakannya menerima kenatk-
antumjangan.

Wakil KetuaFraksiNasDem
[rma Suryani mengungkap-
kan, fraksinya sudah meng-
rimkan surat ke Sekjen DPR
yang intinya meminta agar
total kenaikan tunjangan,
yakni sebesar Rp6.724.000
dan dipotong pajak 15%
menjadi Rp 5.715.400, untuk
tidak dikirimkan ke seluruh
anggotaFraksiPartaiNasDem.
"Sehubungan dengan iy,
mulai Oktober 2015 dan sete-
rusnya untuk diberhentikan
dan tidak diberlakukan, kata
[rma Suryani.
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